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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kearsipan nasional,

dipandang perlu adanya pelimpahan urusan pemerintahan

bidang kearsipan dalam rangka penyelenggaraan
dekonsentrasi;

b. bahwa dalam pelimpahan urusan pemerintahan bidang

kearsipan diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran

dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia yang
dilaksanakan dan dikelola secara efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Arsip Nasional Indonesia tentang Pelaksanaan

Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Arsip Nasional

Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3455);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan

Lembaran Nfegara Republik Indonesia Nomor 4023);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemeritah Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksariaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008

tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4816);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Wewenang

serta Kedudukan Keuangan Gubernur Selaku

Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012;

17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah

enam kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana

telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

19. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010

tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

Dana Tugas Pembantuan;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011

tentang Standar Biaya Tahun 2012;

22. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional

Republik Indonesia sebgaimana telah dua kali,

diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010;

23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rincian

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.
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Memperhatikan

Menetapkan :

l.Surat Menteri Keuangan Nomor STAP.087.01.01-0/A6/2011

tanggal 18 Nopember 2011 tentang Penetapan RKA KL(SP-RKA

KL) Tahun 2011;

2.Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri

Nomor 0042/M.PPN/II/2010 dan Nomor SE-696/MK/2010

dan Nomor 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektifitas

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga

di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil

Pemerintah Pusat;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DAN

ANGGARAN DEKONSENTRASI ARSIP NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekeuasaan Pemerintahan Negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
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3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah
lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang
melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedud'ukan di ibu
kota negara.

5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.

6. Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah yang
mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.

BAB II

KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN DI DAERAH

SEBAGAI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

Kegiatan pembinaan kearsipan yang dilaksanakan melalui Anggaran
Dekonsentrasi ANRI dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa/Lurah
dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya
Manusia Aparatur dalam penyelenggaraan kearsipan di desa.

Pasal 3

ANRI melimpahkan anggaran dekonsentrasi sesuai DIPA Tahun Anggaran 2012
kepada Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Gubernur mengadministrasikan DIPA dekonsentrasi dan memberitahukan

rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana

dekonsentrasi ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.
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BAB III

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Pasal 5

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana dekonsentrasi tahun 2012

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur menetapkan Satuan Kerja

Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa/Lurah.

Pasal 6

(1) Gubernur diberikan wewenang untuk menetapkan pengelolaan anggaran

dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi sebagai

berikut;

a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran APBN yaitu Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penanggung Jawab

Kegiatan;

b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara

dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

c. Bendaharawan pengeluaran untuk melaksanakan tugas

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

(2) Penetapan pengelola anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan

tata cara yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 53 Tahun 2010 dengan memperhatikan aspek kemampuan,

kejujuran, pengabdian dan loyalitas.

Pasal 7

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, pengelola anggaran

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut-:

1. Mempelajari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA);
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2. Membuat Rencana Petunjuk Operasional (POK);

3. Membuat Spesimen ke Bank, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN);

4. Mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Menyiapkan Buku Kas Umum;

6. Menyiapkan Buku Pembantu Pengawasan Pelaksanaan Anggaran;
7. Menyiapkan Buku Pembantu Bank;

8. Menyiapkan buku Pembantu Pajak.

Pasal 8

(1) Administrasi Keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di
daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya.

(2) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenan dengan pelaksanaan
anggaran dekonsentrasi diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.

(3) Dalam hal terdapat sisa anggaran lebih dari pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terhadap sisa anggaran lebih tersebut wajib
disetor ke Kas Negara.

BAB IV

REVISI ANGGARAN

Pasal 9

(1) Revisi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja
Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang
berlaku.

(2) Pengajuan revisi anggaran dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI dan Kepala Biro
Perencanaan ANRI.

(3) Hasil Revisi Anggaran dilaporkan kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris
Utama ANRI.
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BABV

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

(1) Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan 'dekonsentrasi meliputi

pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan

dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang

dihadapi.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam

bentuk laporan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaporkan oleh Gubernur atau

pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran kepada Kepala ANRI.

(2) Mekanisme pelaporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dilaksanakan

sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi melaporkan pelaksanaan

kegiatan dekonsentrasi kepada Gubernur;

b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaporkan kegiatan

dekonsentrasi kepada Kepala ANRI.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup laporan kinerja

dan laporan berkala.

(4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah laporan

triwulanan.

(5) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk laporan

realisasi anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan disampaikan

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan

berakhir.
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BAB VII

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

Inspektur ANRI melakukan pengawasan fungsional' sesuai dengan bid,
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 13

ng

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Perlu
dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

(2) Kepala ANRI melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dekonsentrasi di bidang kearsipan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian
konsultasi, pelatihan, arahan dan evaluasi dilaksanakan oleh unit kerja
terkait dengan kegiatan dekonsentrasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Januari 2012

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, k

HIN


